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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik 
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif memungkinkan informan untuk 
memberikan pernyataannya melalui wawancara terstruktur. Domain penelitian digali dengan berlandaskan pada 
tiga dimensi teoritis yaitu: kepercayaan, daya tanggap, dan kinerja pemerintah dalam penyampaian layanan publik. 
Temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja pemerintah daerah memiliki penilaian yang positif dan signifikan 
terhadap kemampuan untuk memberikan layanan publik yang efisien. Namun, dimensi daya tanggap harus 
ditingkatkan lebih lanjut. 
 
Kata Kunci: Evaluasi Kinerja Pemerintah, Pelayanan Publik, Kota Bekasi. 
 

Abstract 
This study aims to evaluate the performance of local governments in providing public services using descriptive 
qualitative research methods. Descriptive qualitative allows informants to give their statements through structured 
interviews. The research domain is explored based on three theoretical dimensions, namely: trust, responsiveness, and 
government performance in public service delivery. These findings indicate that local government performance 
evaluations have a positive and significant assessment of the ability to provide efficient public services. However, the 
dimensions of responsiveness must be further improved. 
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PENDAHULUAN 

"Ketika pemerintah berkinerja buruk, masyarakat menciptakan persepsi negatif." 

Demikian pula, ketika pemerintah berfungsi dengan baik, warga akan membangun opini 

yang baik.” (Shinohara, 2022). 

Studi ini terinspirasi dari karya (Shinohara, 2022) tentang gagasan hubungan 

antara evaluasi kinerja pemerintah dalam pelayanan publik dan persepsi warga. 

Fenomena tersebut terjadi ketika ditemukannya berbagai kendala yang sering 

ditemukan pada saat peneliti melakukan observasi awal seperti dalam melakukan 

pengurusan administrasi di Kota Bekasi. Beberapa hipotesis berkembang ketika 

ditemukan pelaksanaan pelayanan publik yang tidak memadai dan berkualitas rendah. 

Hal ini dikuatkan oleh studi Shinohara (2022); Smith et al (2021); Van den Bekerom et al 

(2021) yang menunjukkan bahwa efek yang lebih kuat dari informasi negatif pada 

persepsi warga negara terhadap kinerja pemerintah. Ekspektasi warga terhadap kinerja 

pelayanan publik berdampak pada sikap dan perilaku mereka terhadap pelayanan, 

termasuk kepuasan, pilihan layanan dan pandangan politik mengenai layanan tersebut 

(James, 2011). Pentingnya kinerja publik yang sangat baik kemungkinan besar 

dibuktikan dengan kegagalan penyampaian layanan oleh organisasi publik yang menarik 

perhatian media, pengawasan politik, dan ketidakpuasan di antara warga negara. 

Terlepas dari penelitian manajemen publik telah mengidentifikasi beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengukuran objektif kinerja publik (Walker & Rhys Andrews, 2013), 

kinerja publik juga bersifat subjektif. Meskipun penelitian empiris menunjukkan bahwa 

organisasi publik biasanya berfungsi dengan baik, warga negara cenderung 

mengasosiasikan organisasi publik dengan ketidakefektifan, ketidaktanggapan, dan 

pemborosan (Marvel, 2015). Pertanyaan tentang bagaimana mengukur kinerja aparatur 

pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum terjawab. 

Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap evaluasi 

kinerja pemerintah Kota Bekasi.  

Bagian pertama dari penelitian ini mendefinisikan konsep pengukuran kinerja 

pemerintah dan menetapkan teori evaluasi kinerja pemerintah. Bagian kedua membahas 

studi observasional dan eksperimen lapangan yang digunakan untuk mengevaluasi 

hipotesis yang berasal dari teori dalam konteks keseluruhan rangkaian layanan yang 

disediakan oleh pemerintah daerah di Kota Bekasi. Bagian ketiga menjelaskan temuan, 
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sedangkan bagian keempat menarik kesimpulan dan menyarankan arah untuk penelitian 

masa depan. 

Terlepas dari sifat penyampaian layanan publik yang kompleks dan menantang, 

organisasi publik dituntut untuk memenuhi berbagai nilai publik, seperti efektivitas, 

efisiensi, kesetaraan, dan daya tanggap (Van Den Bekerom et al., 2021). Warga dapat 

menilai kinerja layanan pemerintah berdasarkan pengalaman pribadi, dari mulut ke 

mulut dari warga lainnya, dan media. Namun, sistem kinerja formal yang disediakan oleh 

auditor, inspektur, dan badan lainnya menjadi lebih nyata, menyediakan informasi 

tentang input, output, hasil, dan berbagai ukuran efisiensi dan efektivitas (Hood et al., 

1999; James & Moseley, 2014; Marshall et al., 2003; Moynihan, 2006; P. Smith, 1995; Van 

Doren & Van de Walle, 2008). Kinerja pemerintah mencakup beberapa dimensi. Bahkan 

dalam satu unit pemerintahan lokal, ini melibatkan penyediaan layanan, legislasi, 

birokrasi tingkat jalanan, dewan lokal, dan walikota (Shinohara, 2022).  

Selain itu, terlihat jelas ketidakpuasan masyarakat Kota Bekasi terhadap kinerja 

pemerintah dalam hal penyampaian layanan publik. Masyarakat pada umumnya 

mengharapkan interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat, yang didefinisikan 

oleh pemerintahan yang transparan, kebebasan berekspresi warga negara dan 

mekanisme umpan balik yang berfungsi dengan baik (Alpermann, 2011; Dittmer & Liu, 

2006). Dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kota 

Bekasi dengan mengeksplorasi studi (Liu et al., 2020) tentang kepercayaan, daya 

tanggap, dan kinerja pemerintah dalam penyampaian layanan publik di Kota Bekasi. 

Peneliti menyadari bahwa indikator penting lain dari kualitas pemerintahan mungkin 

juga ada, tetapi tujuan kami adalah melakukan sebuah studi eksploratif tentang penilaian 

kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat 

Kota Bekasi. 

METODE PENELITIAN 

Untuk mengetahui penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik di 

Kota Bekasi, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang 

meliputi studi observasional kinerja pemerintah daerah yang dinilai oleh kepala daerah 

dan wawancara dengan warga Kota Bekasi (sebagai informan). Harapannya adalah 

seluruh kinerja rangkaian layanan publik daerah yang disediakan oleh pemerintah 

daerah kepada masyarakat, yang terdiri dari kepercayaan, daya tanggap, dan kinerja 

pemerintah dalam penyampaian layanan publik di Kota Bekasi.  
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Informan penelitian ini adalah warga Kota Bekasi yang bertempat di wilayahnya 

setidaknya selama satu tahun dan akan berinteraksi dengan layanan selama kurun 

waktu tersebut. Peneliti memfokuskan pada obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan 

dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Selain itu merahasiakan 

identitas informan, sehingga konsekuensi dari hasil penelitian ini tidak berdampak 

kepada informan yang telah memberikan informasi.  Data dan informasi penelitian ini 

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Observasi langsung, catatan wawancara, 

rekaman wawancara, dan gambar aktivitas digunakan untuk mengumpulkan informasi. 

Data ini disimpan dalam bentuk dokumen dan catatan peristiwa yang diolah menjadi 

data. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis secara induktif, dengan model 

metode perbandingan tetap. Metode ini dimulai dengan mereduksi data, 

pengkatagorisasian, sintesisasi dan menyusun hipotesis kerja. Prosedur-prosedur 

tersebut diuraikan selanjutnya dalam kaitannya dengan subyek penelitian yang diteliti di 

lapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kepercayaan pada Pemerintah 

Kepercayaan pada pemerintah didefinisikan oleh Liu (2015) sebagai evaluasi dan persepsi 

subyektif dan psikologis apakah lembaga pemerintah dan pejabat yang sedang menjabat bekerja 

cukup baik untuk memenuhi harapan publik yang realistis. Keyakinan masyarakat terhadap 

pemerintah memerlukan pengakuan mereka atas niat baik dan kapasitasnya untuk 

pemerintahan yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap 

pemerintah (Liu et al., 2020). 

Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada 

pada level yang cukup tinggi. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan berusia 

25 tahun yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak perlu dikhawatirkan. 

Informan lebih lanjut menyatakan bahwa sejauh ia melakukan pelayanan di kantor desa, 

informan tersebut merasa belum pernah mendapati kendala sampai saat ini. Dia merasa 

dilayani dengan baik dan petugas-petugas loketnya tampak baik. Penegasan ini adalah dasar 

dari kepercayaan informan.  

Informan berusia 54 tahun yang merupakan salah satu kepala salah satu desa di Kota 

Bekasi menambahkan, kepercayaan terhadap pemerintah daerah dibangun atas visi dan misi 

yang diyakini oleh setiap desa. Menurut keterangannya, meskipun pemerintah daerah belum 
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sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan semua visi dan misi yang telah ditetapkan, pemerintah 

telah berusaha semaksimal mungkin agar mendorong agar visi dan misi itu tercapai. 

Ketangapan Pemerintah 

Menurut Liu (2015), daya tanggap merupakan komponen yang signifikan dalam 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan 

pejabat administratif akan meningkat seiring dengan semakin responsifnya sektor publik (Lu, 

2009). 

Dalam temuan ini menunjukkan bahwa daya tanggap pemerintah terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan 

kesaksian seorang informan berusia 54 tahun yang mengakui adanya beberapa kendala dalam 

pelayanan publik yang diberikan, seperti sering terjadi miss komunikasi, disinfomasi, dan 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Pernyataan ini diperkuat dengan kesaksian informan 

berusia 18 tahun yang mengungkapkan sering kali ditemukan keterlambatan oleh aparatur 

pemerintah desa sehingga membuat masyarakat yang ingin melakukan pengurusan harus 

menunggu.  

Kinerja Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Dalam studi empiris yang dilakukan di Afrika Selatan, Mafini & Meyer (2016) 

menunjukkan bahwa layanan publik berkualitas tinggi meminimalkan gesekan konflik sosial 

dan meningkatkan kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah dan kehidupan mereka 

sendiri. Di Cina, warga negara yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi memiliki harapan 

yang lebih besar terhadap kualitas layanan publik daripada warga negara yang kurang mampu 

(Zhou et al., 2015). 

Adapun kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada temuan ini 

menempatkan prioritas tinggi. Beberapa keterangan informan menguatkan hal tersebut, 

diantaranya: seorang informan berusia 54 tahun mengungkapkan bahwa aparatur pemerintah 

daerah telah melakukan pelayanannya kepada masyarakat sesuai SOP. Lebih lanjut, informan 

tersebut mennyatakan bahwa masyarakat di wilayahnya menilai positif serta mengapresiasi 

pemerintah dalam pemberian layanan. Hal ini ditandai dengan tidak ditemukannya keluhan 

atau komplain warga setempat, baik secara lisan maupun tulisan. 

Informan berusia 25 tahun mendukung klaim tersebut dengan mengatakan bahwa kinerja 

aparatur pemerintah sudah dinilai efektif. Meskipun pelayanannya terbilang cukup lama, namun 

informan tersebut memahami bahwasannya yang dilayani oleh pemerintah daerah ini bukan 
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hanya satu atau dua orang, melainkan satu dusun dengan beberapa RT/RW. Meski 

pelayanannya belum sempurna, namun sudah dinilai memadai. 

SIMPULAN 

Sebagai kesimpulan, studi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di 

Kota Bekasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan dan persepsi 

masyarakat terhadap pelayanan publik. Kinerja pemerintah daerah di Kota Bekasi 

terbilang cukup efektif seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari beberapa faktor 

yakni, kepercayaan, daya tanggap, dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang 

optimal. Kepercayaan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik merupakan faktor 

penting dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Namun, data 

menunjukkan bahwa ketanggapan pemerintah dalam memberikan pelayanan dinilai 

masih belum efektif. Masih adanya beberapa aparatur pemerintah daerah yang datang 

terlambat sehingga menghambat jalannya pelayanan publik.  Peneliti menyarankan agar 

aparatur pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pelayanan dan 

mengusulkan bagi aparatur yang terlambat diberikan sanksi atau surat peringatan 

sebagai pencegahan bagi aparatur pemerintah daerah lainnya yang terlambat. 
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